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ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan dalam mumah Bwzea menvehabban sehagian masvarakat menghendaki admiva perdindingan

hukum bag kerban tindak padisa Rekerasan dalam nemal tingza Dissdkannys Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2008 Tentang |
- Penghepusan Kekerasan Datam Bumeh Tangga s merepakan peyung hukum penyelesatan kasus-hasus beberasan dalam romah tamega,
i dulam pelaksznaanya werdapar kendala-kendata ontuk mengunekaplan kususnyn, selam pemalaman dan besandaran dari inasvarakat
yimg masih mengangeap kekersan dalam rumah angee merepakan persoalan internal keluarga, Hakio juga mempanyal peranen penting,
karcna putusan hakim sebgaai peventu wrakhic dengan menjatubkan pidans terdadap pelake, Permasalahan dalam penclitian ini adalah ah
bagzimanakah prosedur dan pelaksanaan perlindungan bukum oleh fembara werbait terhedap anak sehazni korban tindak pidana kekerasan
datam rumah tanper, by apa kendala dalam pedindungan hukum oleh lembaga terkait rerhadap anak sebapai korban tindak pidana kekerasan
dalum rumsh tanpga, Setode penclitian yang dipakai sdalah yoridis sosiologis dengan sifal penelitian deskriprif. Hasil penelitizn
miesyimpulkan bahwa pemberian perlindungan hukum dilakekan oleh pemerintah melahn Lembaza Kepolisian, KPAL dan masyarakal sesuai
dengan prosedor pelaksamun dulam Undang-Undang Momor 23 Talun 2004 Tentang Penghapusan Rekerasan Dalam Rumaly Tanges.
Mamus dalam pelabsanaonnya belum terfaksana denpan bak, tidek semua kasus diselesaiban melalui jalue hokum, meskipun pell
disclesaiban mclalul jalur hukum Letapi bentuk pedindungan hukum: yang diberibin belam sepenuhinga sesual dengan Letenluan dalam
Undang-Undang Momar 23 Tahus 2002 Tentang Perlindungan Anak. Eendala defam pelabsanaanya sdalah belum tersedianya rumah aman,
minimnya dong, terhatasnva perhatian publik dan media massa, pelabsanzan penepakon hukeny, Korangnya program pemerintah, kasranenyva
pengetahuan masyaraba, kurangnya pengetahuan dar instans terkail, Sorangna tenaga pendidik dan profesional sera minimma keardinas
antara organisast yang beigerak & bidang seeial sk Peaulis memberivan saran bahwa karena anak merupakan pencrus bangsa jupa
mempunyai hak yang sama layakays orang dewasa, jodi sengal diperlukan chsistensi Jembaga perlindungan anak dan pelaksansania secira
cheknil, dan diadakannya penviluhan terhadap perlindongan hukum teshadap masvarakal awam, dan disedizkannva dana klisus aleh

pemerintih sehingga pelaksanaon pedindungan hukum techadap 2nak sebagai korhan dalam kekernsan delam rumah tangan dapat terlaksana

denpan bk,
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara dikenal masyarakat terkecil yang
disebut keluarga. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu dan anak. Anak adalah tumpuan hidup
dari sebuah keluarga. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan dalam keluarga
maupun lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan
perkembangan dengan wajar. Pada dasarnya pengembangan hak asasi anak dan kewajiban
asasinya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pembinaan atau pembentukan kepribadian
untuk pembangunan nasional yang memuaskan. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan
masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan

khusus agar dapat berkembang fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal.'

Anak juga manusia dan karenanya menghormati hak asas anak sama halnya dengan
menghormati hak asasi manusia (HAM). Keseluruhan instrumen HAM justru berjantung pada
hak-hak anak. savangnya anak termasuk kelompok yang rentan terhadap kekerasan dan
eksploitasi. Kerentanan ini terjadi akibat kelompok anak diklaim sebagai kelompok yang
terlemah. Usia dan faktor psikologis serta mental membuat anak sering kali terpinggirkan

dalam pengambilan kebijakan.”

Perhatian terhadap anak sebagai korban atau pelaku baik dalam keluarga ataupun

masyarakat sudah lama ada dan sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang hari ke

P ATl Gosita, 1983, Masalah Korban Kefahatan, Jakarta, Akademia Pressindo, hlm 172
* Sarya Arinanto, 2008, Dimensi-iimensi HAM, Jakaria, Rajawali Press, him 223224




hari semakin berkembang. Anggapan umum dalam masvarakat bahwa kekerasan dalam rumah
tangga merupakan suatu lingkup yang memegang peranan penting karena merupakan lingkup
vang pribadi sekali. sehingga pihak lain tidak berhak dan tidak mau untuk campur tangan.
mengakibatkan kekerasan yang diterima istri darl suaminya atau dart keluarganya dalam
rumah tangea dianggap sebagai urusan domestik. juga kekerasan yang dialami oleh anak

dalam keluarga masih dianggap hal yang wajar.

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi. sebagaimana vang dimiliki orang dewasa
vaitu hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segencar
sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu gender. yang menyangkut hak
perempuan. Tidak banvak pihak vang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah nyata
dalam memberikan perlindungan terhadap anak. demikian juga upava untuk melindungi hak-
hak anak vang dilanggar vang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanva
sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak
merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan. aset keluarga. agama. bangsa dan
negara. Di berbagal negara dan berbagai tempat di Indonesia. anak-anak justru mengalami
perlakuan vang tidak semesrinya. seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak. dijadikan
alat pemuas seks. pekerja anak. diterlantarkan, menjadi anak jalanan dan korban perang dan

konflik bersenjata,

Menurut data yvang dikeluarkan UNICEF tahun 1995, diketahui bahwa dalam kurun
waktu septiluh tahun rerakhir. hampir 2 juta anak-anak tewas. dan 4-5 juta anak-anak cacat
hidup akibat perang. Di beberapa negara. seperti Uganda. Myanmar. Ethiopia. Afghanistan dan
Guatemala. anak-anak dijadikan peserta tempur (combaran) dengan dikenakan wajib militcr.

Semua terjadi akibat kedahsvatan mesin perang vang diproduksi negara-negara industri. vang
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian vang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa

hal, yaitu :

L.

Prosedur perlindungan terhadap anak diatur melalui Pasal 69 ayat (1) dan avat (2)
UUPA antara lain yaitu dapat melaporkan pada pihak kepolisian setempat untuk
mendapatkan perlindungan khusus yaitu meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual.
Perlindungan ini dapat diberikan oleh lembaga kepolisian dan lembaga sosial sesuai
ketentuan Pasal 64 UUPA. Pelaksanaan perlindungan hukum ini dilakukan oleh pihak
pemerintah dengan menyelenggarakan pelayanan terhadap perlindungan pada anak
dalam rumah tangga, pemerintah dan pemerintrah daerah sesuai fungsi dan tugasnya
masing-masing. Pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban dalam tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, antara lain
sedikitnya permasalahn vang diselesaikan melalui jalur hukum dan jikapun ada yang
diselesaikan melalui jalur hukum, maka bentuk perlindungan hukum yang diberikan
belum sepenuhnya sesuai sebagaimana ditentukan dalam UUPKDRT.

Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum oleh lembaga terkait terhadap anak
sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga vaitu belum tersedianya
rumah aman, minimnya dana, terbatasnya perhatian publik dan media massa,
pelaksanaan  penegakan hukum, kurangnya program pemerintah, kurangnya

pengetahuan masyarakat, kurangnya pengetahuan dari instansi terkait, kurangnya
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